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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap
orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD
1945, prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi
oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi
Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada
siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan
pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak2 yang
digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia
memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan
pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang
menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang
di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti
melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong

dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-



haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial anak.
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber
daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara
tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,
kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan
terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.t
Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang
melakukan kenakalan dan akhirnya berkonflik dengan hukum. Anak yang
berkonflik dengan hukum akhirnya akan dijatuhi pidana (straf) atau tindakan
(maatregels).? Tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara,
sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan
menekankan juvenile delinquency. Tak aneh kalau kemudian bermunculan
banyak kritik terhadap efektivitas pemenjaraan dalam menekan dan
menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak.®
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

1 Widodo, Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif
Hukum Pidana, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 9.

2lbid., h. 10.

3 Elisabeth Juniarti, dkk, Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat
Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia, Pusaka Indonesia, Jakarta,
2014, h. 4.



pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai
orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik
dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan
anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya
para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan
yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia
pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan
penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.*

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile
Deliquency. Juvenile Deliguency adalah suatu tindakan atau perbuatan
pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang
dilakukan oleh anak-anak usia muda.®

Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita adalah :

Perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun
dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-
norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan
perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Penyimpangan
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh
terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan
dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta
pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah

4 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha
llmu,Yogyakarta, 2010, h.103.
5 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama Bandung, 2017, h.11.



terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang
kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. ®

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa
perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum
stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap
kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut
menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang
menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang
pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang
negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah
laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri

dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya
harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian
sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti
minum-minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta perbuatan
kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban,
melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan
dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa
hukum ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi
sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak
kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk
hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga negara
Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan. ’

Sistem peradilan pidana di Indonesia, bagi siapa pun yang
melanggar hukum dan jika terbukti dalam persidangan maka akan diberikan

sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatanya tersebut. Kebanyakan

6 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung,
2003, h.40.

7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, h.5



hukum yang diberikan adalah dalam bentuk berupa pidana penjara. Seiring
dengan perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggar
hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang
dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.
Pelaksanaan hukuman akibat-akibat dari tindak pidana yang
dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang
yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah lebih bersifat rehabilitasi
dari pada bersifat menghukum.®
Membicarakan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah
sangat peka sekali, disebabkan unsur kemanusian dan dalam hal ini sangat
menonjol dan berperan sekali. Anak dalam perkembanganya sangat
dipengaruhi lingkungannya sendiri.
Perkembangan yang dialami oleh anak adalah berupa
perkembangan jasmani dan rohani sehingga untuk membantu
perkembangan anak, orang tua, guru (pendidik), begitu juga tugas
petugas yang membina anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) diharapkan pengembangan ini selalu dalam
keseimbangan agar tidak terjadi kelainan pada anak.®
Prakteknya sering dilihat seorang anak dibawah umur mengendarai
kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor tanpa didampingi
orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar dan sering sekali
ditemukan seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas
kecepatan yang ditetapkan oleh rambu-rambu lalu lintas karena kondisi

kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan

sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa

8 W.A Gerungan, Psikologi Sosial, Ersco, Bandung, 2016, h. 215
9 Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 66



memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, memacu kendaraannya
dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan
lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.
Sikap dan tindakan anak-anak yang masih belum stabil dalam membawa
kendaraan di jalan seperti ugal-ugalan, memacu kecepatan tinggi dan tidak
memakai alat keselamatan di jalan raya, mengakibatkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang memakan korban baik si pengendara maupun
orang lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiva yang tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia
(mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) dan harta benda. Ada
beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti
faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi
ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan
misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban
pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah
hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat serta
kerusakan kendaraan bermotor dan/atau barang yang terjadi pada hari
Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan Umum

Jurusan Batangtoru dengan Batas Tapteng tepatnya di Kel. Aek Pining Kec.



Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan sewaktu 1 unit sepeda motor Becak
Barang GL 100 BB 4522 HL yang dikendarai oleh Dimas Perdana datang
dari arah Pasar Batangtoru menuju arah Batas Tapteng dengan kecepatan
tinggi dan sesaat tiba di TKP bak samping Becak Barang tersebut terangkat
ke atas (Jumping) lalu hilang kendali sehingga berpindah ke jalur yang
berlawanan.

Anak-anak di bawah umur tidaklah diperbolehkan membawa
kendaraan bermotor sendiri sebab di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seseorang diperbolehkan
membawa kendaraan bermotor apabila telah memiliki SIM atau Surat 1zin
Mengemudi, dan SIM tersebut hanya boleh di peroleh apabila sesorang
telah berusia 17 tahun sebagaimana yang di jelaskan didalam Pasal 81
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Peran kedua orang tua juga berpengaruh terhadap banyaknya kasus
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, banyak orang tua yang
memperbolehkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor di jalan
raya dan dengan sengaja diberikan dengan alasan agar mempermudah
anaknya untuk berpergian kemana saja baik ke sekolah maupun ketempat-
tempat lain.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami
luka-luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia

dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, pemberian hukuman atau



sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran
hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh
orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara
adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung
jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.
Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh
bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian
perkara yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku
tindak pidana. Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara anak
dengan metode diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari
proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan
hukuman kepada anak melalui jalur Diversi. Diversi adalah pengalihan
penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana
dari proses formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang informal.
Penanganan perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan dengan cara
diversi. Penyelesaian dengan cara Diversi dianggap sebagai suatu cara
berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang.



Suatu proses diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak
yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama
memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban,
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki,
rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara
Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penyelesaian kasus perkara pidana anak di Indonesia tindak pidana
yang dapat diterapkan hukuman Diversi adalah tindak pidana yang
ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak
pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi
pidana terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang
menyebabkan korban meninggal dunia terdapat di dalam Pasal 310 ayat 1
sampai ayat 4, Pasal 311 ayat 1 sampai ayat 5 dan Pasal 312 dimana
dinyatakan pada pasal 310, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan
Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Apabila menyebabkan korban meninggal dunia maka hukumannya adalah
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 ayat 1 hingga ayat 4 mengatur tentang tindak pidana
kecelakaan lalu lintas bagi seseorang yang dengan sengaja mengemudikan
kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan
ancaman hukuman paling rendah 1 tahun atau denda Rp.3.000.000.00 (tiga
juta rupiah)apabila hanya membahyakan orang lain, pidana penjara 2 tahun
atau denda Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang, pidana penjara 4 tahun
atau denda Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila menyebabkan
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pidana
penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) apabila kecelakaan lalu lintas tersebut meyebabkan korban luka

berat, dan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp.
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24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah) apabila menyebabkan korban
meninggal dunia.

Pasal 312 mengatur mengenai apabila setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan dengan
sengaja tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan
Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah).

Melihat dari Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 tersebut di atas
maka dimungkinkan seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu
lintas dapat dilakukakan penyelesaian dengan menggunakan diversi
mengingat di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang sistem peradilan Anak,
bahwa penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat di lakukan apabila
ancaman hukuman tindak pidan tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun dan
bukan pengulangan tindak pidana. Namun demikian terdapat beberapa
kasus yang tidak dapat di diversikan hal ini disebabkan ancaman
hukumannya lebih dari 7 tahun seperti yang terdapat di dalam Pasal 311
ayat 4 dan 5.

Permasalahannya kini apakah pengadilan di indonesia menerapkan
konsep diversi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ataukah
anak akan dipersamakan hukumannya dengan orang dewasa menginggat

pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-
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Bangsa telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini
memuat 10 (asas) tentang hak- hak anak, salah satunya yaitu anak berhak
memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum dan sarana lain, agar
menjadikan nya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan,
moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi sehat, normal, sesuai
dengan kebebasan dan harkatnya.'®

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang
"Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh

Anak (Studi Di Satlantas Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian kecelakaan lalu
lintas oleh anak melalui diversi ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana lalu lintas ?

3. Bagaimana hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam
kecelakaan lalu lintas di Polres Tapanuli Selatan dan upaya
penyelesaiannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

10 Maidin Gultom, Prlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradialan
Anak. Refika Aditama : Bandung, 2010, h.45
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. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang
penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui diversi.

. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas.

. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan diversi
terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Tapanuli Selatan
dan upaya penyelesaiannya.

Adapun manfaaat penelitian ini adalah :

. Manfaat akademis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kecelakaan
lalu lintas oleh anak dengan pendekatan diversi.

b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam
penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan pendekatan
diversi.

. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori
tambahan dan informasi khususnya penyelesaian kecelakaan lalu
lintas oleh anak dengan pendekatan diversi.

b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penyelesaian

kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan pendekatan diversi.

. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.
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Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk
mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan
kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas
masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.?

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan,
acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap
teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang
memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena
sosial yang diteliti.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori pertanggungjawaban

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian
pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada
dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.
Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang
dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan

dikenal dengan dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan

11 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2003, h.39-40.
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pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika
pikiran orang itu jahat.'?

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus
kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.*3

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang
yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan
asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya
seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah
diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan
ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

12 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.
13 1bid, h. 15.
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1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau

kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik

dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban

si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan
yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang
ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar
adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam
melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang
terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung
jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan
oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi
terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan

tertentu.t®

b. Teori pembuktian
Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan

hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada

14 1bid, h. 156.
15 Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.
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khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.
Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk
pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh
hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh
hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori
pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) Conviction-in Time.
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam
sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu
diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari
keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem
pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja
menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata
atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang
cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat
bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.



2)

3)

4)
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Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati
dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan
kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.
Conviction-Raisonee.

Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan
“alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-
putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan
yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib
menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau
teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena
hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs
bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief
wettelijke stelsel).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat
bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan
salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan
kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan
ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup
menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan
keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang
kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem
pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman
berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap
seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan
hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang
berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan
dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar
terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal
(foemele bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief
wettelijke stelsel).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur
objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya
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terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut.?®

c. Tujuan pemidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian
kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam
menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak
terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan
faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang
menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan
pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang
pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada
persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga
teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori
retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi
pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu
manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap
perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk

mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial,

28 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2004. h. 39
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maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa
penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu
bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,
dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan
terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel,
adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan
sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku
kejahatan menjadi lebih buruk.?® Menurut teori ini yang menjadi dasar
hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu
tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap
orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh
karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus
diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang
melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan
penderitaan.®® Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana,
tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana
karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang
timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak

dilihat kemasa depan.®!

29 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Pemidanaan, Usu Press, Medan, 2011,
h. 31

30 Marlina, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

81 R. Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,
Bandung, 2007, h. 23.
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Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah
bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh
kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan
dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan
baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas
kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana
seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya.
Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat
dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini
keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre
dan Hegel dalam bukunya Grundlinien der Philosophic des Rechts
sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan
pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana
sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus
dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana
untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel
berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel,
pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak

dalam kejahatan itu sendiri.3?

32 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Op.Cit., h. 32.
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Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara
mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka
teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak,
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi
keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan
tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan
pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar
kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata
karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula
manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun
masyarakat.®® Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah
untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri
tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat
disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social
defence). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut
sebagai teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar

pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi

33 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.
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kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan
reducers (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu
teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.
Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat
kejahatan) melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan
kejahatan).®*

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof
romawi: “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur” (artinya,
tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu
perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan
jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).3®> Menurut teori
relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada
orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan
kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan dapat
menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif,

apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi,

34 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2006, h. 25

35 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2008, h. 16
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atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut

usaha untuk lebih mendalami utilitarian theory , yaitu:

a)

b)

Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan
(deterence). Penjeraan sebagai efek pemidanaan,menjauhkan si
terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama;
sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi
sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi
penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg
menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan
sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial.
Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap
dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat.
Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula
pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau
rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan
dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam
masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton
disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang
membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual,
dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan
tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial
dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi
dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam
bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive
dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga
teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan
merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya
menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat
diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak
melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam
proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan
mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.®®

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif

yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan

pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang

36 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track
System & Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45
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diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana sebagai
sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu
tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan
tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan
tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan
digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus
dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah
menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.®’

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut
dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada
sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan
mewujudkan ketertiban.3® Dalam teori gabungan (verinigning theorien)
dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi
dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena
menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif
dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.*®

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori
absolut atau pembalasan (vergeldings theorien) adalah:

a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-
batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.

b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan
hukuman sebagai pembalasan.

37 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

38 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

39 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 2002,
h. 64.
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Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi
masyarakat.
Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak
memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat,
sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan
masyarakat.*

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori relatif

atau tujuan adalah:

a)

b)

Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah
kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti
umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang
melakukan kejahatan.

Hukuman vyang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa
perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan
kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata
didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau
membinasakan penjahat.*

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana

hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi

pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut

bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta

mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup

dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Keranga Konseptual

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari

penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka

konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian yaitu :

40 1pid., h. 65.
4 bid.
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a. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau
menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan
pidana.'®

b. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa
kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi dijalan
raya secara tidak disangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan
korban manusia maupun harta benda.

c. LaluLintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan
dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.
Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

d. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak yang
berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia
anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat
disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak
adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan

anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status

16 |dries AM, Penerapan limu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan
Sagung Seto, Jakarta, 2008, h. 11.
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menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat
bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan

tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan
memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal
24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana
yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana
tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melaukan tindak pidana lalu
lintas baik yang karena disengaja ataupun tidak disengaja, baik korban
meninggal dan/atau mengalami luka ringan atau berat, semuanya
dilakukan berdasarkan mekanisme diversi yang terdapat di dalam
Perma No.4 Tahun 2014.

3. Hambatan kepolisian dalam melakukan diversi dalam tindak pidana lalu
lintas yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara
kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah
umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih
membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada

pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah
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umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-

undang yang berlaku di jalan.

F. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan
penulisan hukum tentang “Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian

Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Di Satlantas Kepolisian Resor

Tapanuli Selatan).”. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut,

ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu

lintas, yaitu :

1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi):
"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang
Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.
158/Pid.B/2014/PN.Mdn)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ?

b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan
No0.158/Pid.B/2014/PN.Mdn ?

c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka
berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn. ?

2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilmu

Hukum): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat
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Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor :

181/Pid.B/2015/PN.Mdn)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak
pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana
kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang
dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok
bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di
atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang
dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan
dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-
sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya
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hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.'’
Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna
yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-
undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam
praktik.18

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan
didukung oleh data empiris vyaitu suatu penelitian yang menempatkan
norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-
undang'®. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum
yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal

sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

2. Metode Pendekatan
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan kasus (case approach),®® dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),?! dilakukan dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

17 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,
2017, h. 42.

18 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2018, h.310

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Pers,Jakarta, 2015, h. 70

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

2! 1bid, h. 95
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hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.
c. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.??
3. Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan ditelit. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data
dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya
serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian
ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan
menggunakan cara yaitu :
a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan

22 |bid, h.96
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penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian lapangan (field research) vyaitu melakukan wawancara
dengan pedoman terstruktur kepada pihak yang berwenang di Satlantas
Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data
dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.?

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.
Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada
dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.?*

a. Bahan Hukum Primer :

23 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Op.Cit, h. 39.
24 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, h. 122.



34

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan

asas dan kaidah hukum ini berupa :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan
Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book),

jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang

termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet

dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku

hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.
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c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.?®

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori
substantif.26 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan
metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.?’

25 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi
Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

26 | exy J Moleong, Op.Cit, h.103

27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105



BAB I

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH ANAK MELALUI DIVERSI

A. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas (Traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan
orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalu lintasan
adalah keseimbagan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya
kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Jika
kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang
terjadi kemacetan lalu lintas dan bahkan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas
merupakan bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang

aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda

angkutan Ilain untuk mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan

36
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kesatuan bangasa, serta mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.?®
Menurut D. A. Colling dalam bukunya Suwardjoko P. Warpanai
tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan dapat
diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang
dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun
kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja
dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidakkesakitan, kematian,
kerusakaan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.?°
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menjelaskan di dalam Pasal 1 Angka 2 lalu lintas adalah
gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pada pasal 1
Angka 24 dijelaskan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa
di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan
dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah suatu peristiwa dijalan

yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

28 Yusuf Isyanto, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus),” Jurnal
Panorama Hukum, Vol.. 2, No. 1, Juni 2017, h.62.

29 Agio Sangki, “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang
Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” Lex Crimen. Vol. 1, June 10,
2018, h.77.
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dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia
atau kerugian harta benda.

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai sutau
kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi
(Random Multy Factor Event). Pengertian secara sederhana, bahwa suatu
kecelakaan lalau lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut
secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi, hal ini
menunjukkan betapa sulitnya meramalkan secara pasti dimana dan kapan
suatu kecelakaan akan terjadi. WHO menyebutkan bahwa kecelakaan lalu
lintas adalah “A road traffic injury is a fatal or non-fatal injury incurred as a
result of a collision on a public road involving at least one moving vehicle.
Children, pedestrians, cyclists and the elderly are among the most
vulnerable of road users.*

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan
bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwva pada lalu lintas
jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan
dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau
tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan,
kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan

%0 1bid, h.78.
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tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan
lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran
terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran
tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya
dapat merugikan orang maupun diri sendiri.>* Menurut Soerjono Soekanto
bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat
kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan
bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau
kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.3?

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak
pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum
bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan
dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang
terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa
berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan

31 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum,
Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 20.
%2 1bid, h. 21
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kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal
dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan
kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak
direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan,
faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-
hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan
cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun
kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu
lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan
lalu lintas digolongkan atas:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan vyaitu kecelakaan yang
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang vyaitu kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau
barang.

(4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.
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(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan
Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

B. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polres
Tapanuli Selatan

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran
terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran
tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya
dapat merugikan orang maupun diri sendiri.>® Menurut Soerjono Soekanto
bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat
kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan
bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau
kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.®*

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak
pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum
bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan
dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang
terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa
berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas

33 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum,
Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 20.
34 1bid, hal. 21
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sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan
kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal
dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan
kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak
direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan,
faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-
hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan
cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun
kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu
lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan
lalu lintas digolongkan atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
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. Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan

kerusakan kendaraan dan/atau barang.

. Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia atau luka berat.

. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan,

serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 310 UU LLAJ menyebutkan :

(1)

(2)

3)

(4)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat
(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
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Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang
menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam
doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis,
yaitu:

b. Manusia (nature person).
c. Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (legal
person)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan
tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus
pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku
tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana
adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya
setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak
dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa
pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam
kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai

pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak
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bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin

seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-

hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada
redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas
rel.

b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu
bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah
derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa
kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam
kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku
dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu
kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (dolus
eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).*®

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya,

sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

35 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.65
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Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah
bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan
orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang
sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu,
undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap
sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kealpaan yang menyebabkan
keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi
kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang
penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil
ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebakan orang yang ditabrak
tersebut mati.
Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld). Disini si pelaku dapat
menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia
percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld). Dalam hal ini si
pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan
timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga
sebelumnya.3®

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengkibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya

dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit yang

%6 |bid, hal.67.
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menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa
tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan
dalam. Defenisi umum Visum Et Repertum adalah “laporan tertulis untuk
peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang
hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta
memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.%’

Visum Et Repertum ini merupakan alat bukti yang sah sesuai
dengan Pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan Visum Et Repertum
pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada
pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang
dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam
aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

a. Setiap orang

b. Mengemudikan kendaraan bermotor

c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau
keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal

310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

3’Rita Mawarni, llmu Kedokteran Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2012, hal. 2.
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Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah
adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan
cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam
pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur
pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam
kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat
kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang
sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas
tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan
kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak

menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak
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melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik
indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf
a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan
tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini
jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain
meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni
Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam
pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana
tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana
penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan Surat I1zin Mengemudi atau ganti kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.3® Ketentuan pidana dalam

UU LLAJ merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi

38 Junaedi Maskat, Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya, Sibaya,
Bandung, 2019, h. 109.
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pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia. Ketentuan pidana ini perlu diuraikan terlebih dahulu untuk
mengetahui dasar hukum dapat dipidananya seseorang dalam hal ini
pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Pasal
310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ. Pasal-pasal tersebut yang dapat
digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan
kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dalam ketentuan KUHP, pasal
yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor
yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal
359 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu
tahun”.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang
karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi
yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur
tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-
luka,sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan

kesengajaannya.
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Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan
kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus
mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang
berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu
resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu
perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu
merupakan perbuatan yang salah.

Terkait di dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : “jika suatu
perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam
aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang
diterapkan”. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada
salah satu asas, yaitu asas Lex specialis derogat legi generaliyang berarti
bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang
bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

UU LLAJ merupakan pengaturan yang lebih khusus untuk menjerat
pengemudi lalai yang menyebabkan matinya orang lain dapat dijerat
dengan Pasal 310 ayat (4), yang menyatakan bahwa : “Dalam hal
kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah)”.

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur

tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan
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bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa : Pengemudi, pemilik
kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang
dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa :

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti
kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan
pengadilan.

(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika
terjadi kesepakatan daman diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung
jawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya
mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa
dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian
kerusakan atau penggatian materi.

Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau
bukan, menururt Sianturi S.R dapat dinyatakan sebagai tindak pidana
apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Subjek.

2. Kesalahan.

3. Bersifat melawan hukum.
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4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh
undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya
diancam dengan pidanaWaktu, tempat, dan keadaan. °

Pasal 230 UU LLAJ menyebutkan bahwa: “Perkara kecelakaan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat
(4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik
kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah
merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan
adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku
tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal
310 (1) karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja.
Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana
bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi
pengemudi yang karena kelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310 UU
LLAJ:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah).

39 R.Andrew, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, 2011, h. 128..
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(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat
(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja
mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang,diatur
dalam Pasal 311 UU LLAJ yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan
bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi
nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan
kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal
229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat
juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling
banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
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(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau
denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

Bab XXI KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang
menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya
terdapat pada Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu
tahun.

Pasal 360 KUHP :

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama
satu tahun.

(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit
atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian
selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam
bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Seseorang yang terlibat pada kecelekaan lalu lintas mempunyai
kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat

dan

4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.
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Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan
kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ tersebut
karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud
adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam
keselamatannya, adanya amukan masa ditempat kejadian dan tidak
mampu untuk memberikan pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus
menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat.
Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada Pasal 312
UU LLAJ yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak
menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak
melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi
dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana
dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin
Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu
lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang
akan membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu

yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya
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UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana
kecelakaan lalu lintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan
mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

Kepolisian lalu lintas Polres Tapanuli Selatan yang bekerja
dilapangan sangat berperan untuk menentukan peraturan atau pasal yang
dilanggar oleh pengendara, pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan
sembarangan atau tidak sesuai, melainkan atas pelanggaran yang

dilakukan oleh pelanggar.

C. Diversi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam
Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Polres Tapanuli Selatan

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal
system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli
hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan
mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran
hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan
memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.
Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam

istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.*

40 Syahrial Effendi, et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses
Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Tapanuli Selatan. Vol. 6, No. 2 (May
20, 2020, h.80
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Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai
cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan
dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada
penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran
tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.*!

Proses Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana lalu lintas tidak
mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas
pengaturan nya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang sisitem peradilan pidana anak.*?> Prinsip utama pelaksanaan
konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki
kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya
ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan
cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang
menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.*?

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisan
yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian
hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi
mendidik kembali dan memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari

eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila

41 Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk
Rasa,” De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum, vol. I. No. 1 Januari-Juni, March 4, 2016, h.45

42 Syahrial Effendi, Op.Cit, h.81

43 1bid, h.83.
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dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan
proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem
peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.
Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap
anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik
menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. **

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan
anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata
lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan
hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights based approuch).
Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip
kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-
anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan
kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain
sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan
sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak
Asasi Manusia (General Comments Human Rights Committee) khsususnya
Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan
interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus

terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (parental separation or divorce).

4 Wawancara dengan Bapak Briptu Ruddin Hutahaen, Personal Satuan Lalu
Lintas Polres Tapanuli Selatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2024, pukul 10.00
Wib.
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Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai
dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada
prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu Anak-anak dianggap
belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat,sehingga sudah
sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan
pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Bila
dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah
dibina dan disadarkan.*
Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:
1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversi dilakukan baik
pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di
Pengadilan Negeri. Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan,
Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika
tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (null and
void).*®
Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas

tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur

45 Anjar Nawan. Konsep Diversi dan Restorative Justice, iunduh melalui
https://anjarnawanyep.wordpress.com,diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 15.40
46 Dahlan Sinaga, Op.Cit., h. 37
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12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
(delpan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim
berkewajiban mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan
subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).*’

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih
terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal’,
karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku
dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.*®

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani
pelanggran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal.
Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar
belakangi keinginan menhindari efek negatif terhadap jiwa dan
perkembangan anak oleh eterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.
Pelaksanaan diversi oleh apparat penegak hukum didasari oleh

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.*°

47 |bid, h.38.

48 Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam
Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2018,
h.4

49 1bid, h.35.
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Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana
anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan
rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa
dalam system peradilanpidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan
perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas
yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan
pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.
Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu
yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Restorative
Justice.Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan
restroatif.

Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model
peradilan konvensional. Restorative Justice mempunyai prinsip — prinsip
sebagai berikut:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan oleh kesalahan

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan
kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa
bersalahnya secara konstuktif

3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan
teman sebaya

4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan
masalah;

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan
dengan reaksi sosial yang formal.*°

5 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi. Nusa Media,
Yogyakarta.2017, h.38
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Program diversi dapat menjadi bentuk restorative justice jika
mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,
memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang
dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberikan kesempatan
bagi si korban untuk ikut serta dalam proses dan memberikan kesempatan
bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungandengan keluarga serta
memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam
masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi yaitu:
1. Kepentingan korban;

2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

3. Penghindaran stigma negatif;

4. Penghindaran pembalasan;

5. Keharmonisan masyarakat;

6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.>?

Dalam melakukan diversi, beberapa hal penting harus dijadikan
pertimbangan oleh para penegak hukum. Dimaksudkan dengan penegak
hukum di sini, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Adapun hal-hal
penting dalam melakukan diversi yang wajib diperhatikan penegak hukum

tersebut mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian

51 1bid, h.39.
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kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan
masyarakat. °?

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan
korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya.
Terhadap prinsip kesapakatan dimaksud, terdapat beberapa pengecualian,
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) berikut: Kesepakatan diversi
harus mendapatkan persetujuan orban dan/ atau keluarga Anak Korban
serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

1. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran;

2. Tindak Pidana ringan;

3. Tindak pidana tanpa korban;

4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi
setempat.>3

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku
kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi
pertimbangan implementasi diversi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi
yang menjadi pertimbangan implementasi diversi, dapat dikemukakan
sebagai berikut :

1. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar

belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.

2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.

3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.

4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui

dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.

52 1bid, h.40.
53 bid
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6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta
maaf pada korban.
7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang
ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima
oleh pelaku anak.
10.Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus
dilakukan. >
Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversi pada tahap
penuntutan tersebut terdiri dari penuntut umum, anak dan
orangtua/walinya, korban atau anak korban dan orangtua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional. Faktor-
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi diversi Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus
mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian
kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dukungan lingkungan keluarga
dan masyarakat.*®
Contoh kasus diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan
adalah Dimas Perdana yang lahir di Aek Pahu tanggal 10 — 09 — 2006.
Pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Dimas

Perdana sedang berada di rumah kemudian datang seorang teman Ridho

Sepriansyah Siregar untuk menjemput Dimas Perdana dengan

5 Wawancara dengan Bapak Briptu Ruddin Hutahaen, Personal Satuan Lalu
Lintas Polres Tapanuli Selatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2024, pukul 10.00
Wib.

% Wawancara dengan Bapak Briptu Ruddin Hutahaen, Personal Satuan Lalu
Lintas Polres Tapanuli Selatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2024, pukul 10.00
Wib.
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mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian Dimas Perdana bersama
sdr. Ridho Sepriansyah Siregar pergi menuju rumah temannya untuk
menjemput gallon air keperluan di rumah Ridho Sepriansyah Siregar. Untuk
memudahkan Dimas Perdana dan Ridho Sepriansyah Siregar membawa
air gallon maka Dimas Perdana meminjam Betor milik Pak Samul, lalu
Dimas Perdana menjemput air gallon tersebut ke daerah Desa Aek Pahu
Kec. Batangtoru kab. Tapsel yang mengendarai pertama adalah dan Ridho
Sepriansyah Siregar dan saat pulang barulah Dimas Perdana yang
menyupir. Saat hendak menjemput air gallon yang kedua kalinya Dimas
Perdana sebagai pengendara saat hendak mendekati tempat kejadian
kurang lebih 40 meter ban gandeng bettor yang dikendarai Dimas Perdana
dan Ridho Sepriansyah Siregar mengangkat sehingga bettor tidak dapat
dikendalikan oleh Dimas Perdana dengan baik. Lalu bettor tersebut masuk
kejalur sebelah kanan dimana ada seorang pengendara motor Honda GL
Pro kedelakaan pun tidak dapat dihindarkan oleh klien. Klien bertabarakan
dengan pengendara sepeda motor GL Pro.

Berdasaran uraian kronologi diatas maka Dimas Perdana diduga
melakukan tindak pidana kelalaian sesuai dalam rumusan pasal 310 ayat
(3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Akibat
yang ditimbulkan dari kejadian atau tindak pidana ini terhadap Dimas
Perdana adalah mengalami luka di kaki kemudian berhadapan dengan
hukum dan diperiksa di kantor Polisi, sedangkan orangtua/ wali Dimas

Perdana merasa terkejut dan harus terpanggil-panggil.
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Faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh Dimas Perdana
adalah Dimas Perdana tidak dapat mengendalikan betornya (adanya
kelalaian), sehingga terjadi tindak pidana kelalaian sebagaimana rumusan
Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan kasus di atas telah terjadinya tindak pidana kelalaian
yang dilakukan oleh anak menurut hukum dan ketentuan yang berlaku bagi
klien telah melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang mana
ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, oleh sebab itu perkara klien
memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi, menurut Pasal 6 dan 7 UU No.

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



